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KEPUTUSAN
IIIENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR, f Bt tKw.t5.2l2-elPP.00.4/0 snarc

TENTAI\G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDATYAH SWASTA SYI'ARIiL ISLAM

KECAMATAI\i DUST]N TENGAH
KABTIPATEN BARITO TIMUR

DENGAI{ RAHMJIA'T TUHAN YAITG MAIIA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK IIYDOI\IESIA,

a Bahwa dalam rangka me4ingkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutrl perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk garakan madrasah sesuai dengan
standa nasional pendidikan;

b. Bahwa masa berlaku izin operasionaUpendirian madrasah
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini telah memenuhi persyaratan perpaqiangan izin pendirian/operasional
madrasah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agarna
Repubtik Indonesia tentang Pemberian rnn Pendirian Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Syr'arul Islam Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten
Barito Timur.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A03 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambatran Lembman Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Talrun 2013 tsntang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 541 0);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);



Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahrm 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tarnbahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahrm 2010 tentang Perubahan Atas Peratman
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tarnbatran Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5157);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tatrun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peratoran Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;

7. Peraturan Me.ateri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Irdadrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Idadrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyalt;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standff Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/tr(ota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudpyaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/trfuta;

). Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahrm 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agarna Nomor 3l
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madnasah;

ll. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggmakan oleh Masyarakat;

12. Keputusan Direktrn Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena
Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madmsah;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAI\I MENTERI AGAMA REPT]BLIK INDOI\IESIA
TENTAI\IG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MAI}RASAH IBTIDATYAH SWASTA SYI'ART}L ISLAM
KECAMATAN DUSI]N TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LINGKUNGAI\I KAI\ITOR WILAYAII KEMENTtrRIAN AGAMA
PROYINSI KALIMANTATI TENGAII.

Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menrpakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA

KETIGA

a,

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikhm Kesatu
dryet dicabut, apabila madrasah yang bemangkutan melalukan pelanggaran
sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-rmdangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

RI.

[Vilayah Kementerian Agarna
Tengah

II. AHMAD

Tembusan:
Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth. :

1. Direkhr Jenderal Pendidikan Islm;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; 

r
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. SuMit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Ditjen Pendidikan Islam di Jakart4,
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur di Tamiyang Layang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabtrpaten Baxito Timur di Tamiyang Layang;
7. Arsip.

Ditetapkan di : PalangkaRaya
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LAMPIRAN: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nonrer : ?8.{ fKut.l5.N2€lPP.&"4109/20I6 .

Tanggal : 19 September 2016
Tentang : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA SYI'ARUL ISLAM
KECAMATAN I}USUN TENGATI
KABT}PATEN BARITO TIMUR

IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

Menteri AgamaRI.
Wilayah Kementerian Agama

imantan Tengah

II. AIIMAD T

1. Nama Madrasah Ibtidaivatr SYI'ARUL ISLAM
2. Nomor Statistik Madrasatr (NSM) 1il262r30005
3. NamatMadrasah Jl. Ampah-Buntok Km.3

Kelurahan Asak Putai
Kecamatan Dusun Tengah
KabupatenBadto Timur
Provinsi lklimantan Teneatr

4. Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Penyelenggara Pendidikan
Svi'arul lslam

5. Akte Notais Organisasi Penyelenggra Nomor :37
Tanssal :20 Juni 2005

6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi
Penvelenssara

7. Berdiri Sejak Tanggal


